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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan
Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017) dilatar belakangi maraknya perbedaan
mengenai penjatuhan sanksi bagi seorang penyalahguna narkotika di
Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan
bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus korban
penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode
penelitian Normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Statue
Approach dan Case Approach. Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan
teknik pengumpulan data kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah
terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada
seorang korban penyalahgunaan narkotika yakni, Pertama perlindungan
hukum secara preventif yang dilakukan dengan cara membentuk peraturan
perundang-undangan tentang larangan menggunakan narkotika, kedua
perlindungan hukum secara represif yang dilakukan dengan cara mewajibkan
seorang korban penyalahguna narkotika untuk mengikuti rehabilitasi yang
bertujuan agar ia dapat terlepas dari ketergantungannya. Sedangkan bentuk
pertanggungjawaban pidana bagi seorang korban penyalahgunaan narkotika
terdiri dari dua bentuk yakni, sanksi pidana berupa penjara serta sanksi
tindakan berupa rehabilitasi. Adapun penjatuhan kedua jenis sanksi tersebut
dilakukan mengingat posisi seorang penyalahguna narkotika yang
merupakan pelaku sekaligus korban tindak pidana penualahgunaan narkotika.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika pertama kali terjadi di Amerika dan Eropa pada
tahun 1874. Pada saat itu narkotika jenis morfin disalahgunakan dengan cara
dibakar dan dihirup oleh para tentara perang dunia pertama.! Penyalahgunaan
tersebut terus berlanjut sampai menimbulkan suatu kekhawatiran karena dapat
merusak generasi dari suatu bangsa, sehingga penyelahgunaan narkotika
dikriminalisasikan sebagai suatu kejahatan serius atau Extraordinary Crime yang
sekarang sering di kenal sebagai Tindak Pidana Narkotika. Tindak pidana
narkotika secara umum sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar
ketentuan-ketentuan hukum narkotika, selain itu tindak pidana narkotika sendiri
dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan berskala internasional yang dilakukan
secara terorganisir (Transnasional Organized Crime). Hal ini dapat kita buktikan
bahwasanya dalam suatu sindikat narkotika, tiap-tiap orang memiliki peranan
yang berbeda-beda seperti produsen, pengedar, pemakai, bahkan seseorang dapat
melakukan ketiga hal tersebut sekaligus.? Secara internasional, salah satu bentuk
atau upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yakni dengan
dibentuknya United Nation Offive on Drugs and Crime (UNODC), yang memiliki

tugas untuk memerangi berbagai kejahatan internasional seperti narkotika, dan

' BNN, “Bagaimana Asal Mula Penyalagunaan Narkotika" https://kepri.bnn.go.
id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/ diakses pada tanggal 7
Desember 2022

2 Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika
Sebagai Transnasional Organized Crime”, Jurnal Pembangunan Hukum Vol. 1, No 3 (April 2019)
hlm 1, https://ejournal2.undip.ac.id/index,php/jphi/article/view/6167


https://ejournal2.undip.ac.id/index,php/jphi/article/view/6167

kejahatan internasional lainnya, Lalu pada tahun 2020, World Drug Report yang
diberikan oleh UNODC, mengkonfirmasi bahwasanya 269 juta orang telah
menjadi penyalahguna narkotika.®* Jumlah tersebut 30% lebih banyak
dibandingkan pada tahun 2009, yang mana pada saat itu angka pecandu narkotika
hanya mencapai kurangi lebih 35 juta orang.*

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sendiri bermula ketika pemerintah
belanda yang pada saat itu mengkolonialisasi Indonesia, mengeluarkan peraturan
yang dikenal sebagai Verdoovende Middelen Ordonnatie (Staatsblad 1929 Nomor
278 Jo Nomor 536) terkait pelegalan dalam menggunakan atau menghisap
narkotika. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda tersebut,
istilah yang dipakai untuk menggambarkan narkotika yakni obat yang
membiuskan. Istilah narkotika di Indonesia, pertama kali muncul dan resmi
digunakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang
Narkotika. Pengesahan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan
sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.’

Seiring dengan perjalanan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976
Tentang Narkotika dianggap sudah tidak bisa lagi menjadi payung hukum terkait
permasalahan narkotika di Indonesia, hal ini dikarenakan pada saat itu angka

penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan, hal inilah yang

3 Edwina Mahardani, “Upaya United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)
Melawan Produksi Dan Perdagangan Kokain Di Kolombia,” (Tesis Magister Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang, 2015), hlm 6.

4 Humas BNN, “Sikap BNN Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkotika” https://bnn.go.id/press-
release-akhir-tahun-2020/, diakses pada 7 Desember 2022

> BNN, “Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkotika”, https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-
asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/ diakses pada 7 Desember 2022


https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/
https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/
https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/
https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/

mendasari pemerintah pada saat itu melakukan revisi dan menyusun peraturan
perundang-undangan baru sehingga terbentuknya Undang-Undang No 22 Tahun
1997 Tentang Narkotika, disusul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika.® Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan
pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan pemberian sanksi terberat
berupa hukuman mati. Selain itu berdasarkan kedua peraturan perundang-
undangan tersebut, Abdurahman Wahid yang pada saat itu menjabat sebagai
presiden Indonesia, mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999
sebagai landasan hukum pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional
(BKNN), yang kemudian diganti menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN)
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Penanggulangan
mengenai permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia melalui regulasi
atau peraturan terus berkembang hingga disahkannya Undang-Undang No 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang sampai saat ini masih digunakan menjadi
payung hukum terkait permasalahan narkotika di Indonesia.’

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

® Erna Dewi, Yuniza Arilia, DKK, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna
Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Lampung”, JHM Vol .2 ,No [ (April 2021) hlm 45,
http://repository.lppm.unila.ac.id/30135/1/4130-15774-1-PB.pdf

7 BNN, “Sejarah Penanggulangan Bahaya Narkotika di Indonesia”, https://bnn.go.id/sejarah-
penanggulangan-bahaya-narkotika-di-indonesia/profil/ diakses pada 11 Desember 2022


http://repository.lppm.unila.ac.id/30135/1/4130-15774-1-PB.pdf
https://bnn.go.id/sejarah-penanggulangan-bahaya-narkotika-di-indonesia/profil/
https://bnn.go.id/sejarah-penanggulangan-bahaya-narkotika-di-indonesia/profil/

Lalu berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Narkotika terbagi kedalam 3 golongan yakni :®
a) Narkotika Golongan I
Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b) Narkotika Golongan II
Narkotika yang digunakan wuntuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
¢) Narkotika Golongan III
Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengobatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah terkait penanggulangan
permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan
penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berada pada tahapan yang
mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diberikan oleh BNN pada tahun 2017,
angka penyalahguna narkotika di Indonesia dari tahun 2017-2019 mengalami
peningkatan yang awalnya berada diangka 3,3 juta jiwa, naik menjadi 3,6 juta
jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun.’ Berdasarkan data tersebut dapat kita
simpulkan bahwasanya tujuan pembentukan dari Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika belum sepenuhnya terwujud.

8§ BNN RI, “GOLONGAN NARKOBA”, Humas BNN, Januari 2020~
https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/ diakses 11 Desember 2022

® BNN, "BNN Indonesia Anti Narkoba”, https://bnn.go.id/press-release-anti narkoba-
2020/, diakses pada 9 Desember 2022


https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/
https://bnn.go.id/press-release-anti

Pada umumnya, faktor-faktor penyebab mengapa seseorang dapat menjadi
penyalahguna narkotika dapat dikelompokan menjadi dua yakni, faktor eksternal
dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri merupakan suatu faktor yang berasal
dari dalam diri seseorang seperti minimnya wawasan serta rasa keingintahuan,
lalu faktor eskternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang
menyebabkan mengapa seseorang dapat menjadi penyalahguna yakni seperti
keadaan ekonomi serta efek pergaulan atau lingkungan.'®

Seorang penyalahguna narkotika pada umumnya memiliki karakteristik
yang dapat terlihat baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dari orang tersebut.
Dari segi fisik, seorang penyalahguna narkotika biasanya memiliki mata yang
terus merah, memar atau infeksi akibat jarum suntik dan terlihat selalu lelah,
sedangkan dari segi psikis dan sosial, seorang penyalahguna narkotika biasanya
memiliki kondisi emosi yang tidak stabil dan sering melakukan hal yang
menyimpang, seperti mencuri ataupun membohongi orang lain guna untuk
memenuhi hasratnya agar dapat mengkonsumsi barang haram tersebut.'!

Secara umum, seorang penyalahguna dapat dikategorikan sebagai seorang
korban. Salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana yang dapat membantu
menjelaskan mengapa seorang penyalahguna dapat dikategorikan sebagai korban
yakni viktimologi. Viktimologi sendiri pada dasarnya merupakan pelengkap atau

penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang berfokus membahas

10 A W. Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika,
(Bandung : Armico, 2002), h. 25-26

'l Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika,
(Jakarta: Ghia Indonesia,2003), hlm 53-54



korban.'? Dalam viktimologi, korban dibagi kedalam beberapa kelompok atau
yang lebih sering dikenal sebagai tipologi korban, tipologi korban yang dimaksud
yakni seperti Direct Victim, Undirect Victims, serta No Vicitims / Self Victimizing-
Vicitms. Apabila kita kaitkan seorang penyalahgunaan narkotika terhadap tipologi
dalam viktimologi diatas, maka penyalahgunaa narkotika dapat dikategorikan
kedalam tipologi korban Self Victimizing-Victim. Self Victimizing-Victims
merupakan tipologi yang menjelaskan bahwasanya seseorang baik individu
maupun kelompok menjadi korban akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam hal
penyalahgunaan narkotika, seorang penyalahguna mendapatkan kerugian baik
seperti kerusakan otak, kecanduan, maupun kerugian dalam bentuk lainnya
diakibatkan oleh tindakan yang dilakukannya sendiri.

Secara umum penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai korban,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
penyalahguna narkotika di bagi ke dalam dua jenis, yakni Korban
Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika. Korban Penyalahgunaan
Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, didefinisikan sebagai seseorang yang tidak sengaja
menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau
diancam untuk menggunakan narkotika.'> Sedangkan Penyalahguna Narkotika

berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

12" Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2014), hlm 2-3

13" Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun
2009, TLN No 5062, Penjelasan Psl 54



Narkotika, didefinisikan sebagai seseorang yang menggunakan narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.!4
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sendiri pada saat ini memakai
Double Track System atau sistem dua jalur dalam menjatuhi sanksi kepada pelaku
tindak pidana. Sanksi yang dimaksud yakni yang pertama sanksi pidana, sanksi
pidana sendiri berfokus pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan
pelaku agar terciptanya efek jera, lalu yang kedua terdapat sanksi tindakan, sanksi
tindakan sendiri berfokus pada perawatan atau pemberian pertolongan kepada
pelaku agar bisa berubah.'> Dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika di
Indonesia, kedua jenis sanksi yang dimaksud telah memiliki pengaturannya
sendiri-sendiri. Sanksi pidana dalam tindak pidana penyalahguna narkotika,
biasanya dijatuhi terhadap pelaku penyalahguna sebagaimana yang diatur di
dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
yakni :1°
1. Setiap Penyalahguna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan

4 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun
2009, TLN No 5062, Psl 1 butir 15

15 Jarot Yusfiq Andito, “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui
Double Track System”, (Thesis [lmu Hukum, program magister hukum,surabaya,2011), him 7

16 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun
2009, TLN No 5062, Psl 127



c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55,
dan Pasal 103.

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah
Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Sedangkan sanksi tindakan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.'” Pemberian rehabillitasi hanya dapat
diberikan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat kita
lihat berdasarkan Pasal 127 ayat (3), disana dijelaskan, apabila seorang
penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan maka wajib direhabilitasi.
Lalu pemberian rehabilitasi hanya dapat dijatuhi bagi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwasanya seorang pecandu
maupun korban penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis
maupun rehabilitasi sosial.!®

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam

7 Neisa Angrum Adisti, Nashriana, DKK, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna
Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir”, Jurnal Ilmu
Hukum Vol. 8, No I (Desember 2021) hlm 32, https://lexlibrum.id/index.php/lexibrum/article

18 Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun
2009, TLN No 5062, Psl 54


https://lexlibrum.id/index.php/lexibrum/article

lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Adapun tujuan SEMA ini dikeluarkan
yakni, pertama, agar pemberian rehabilitasi sebagai salah satu upaya perlindungan
hukum bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dapat terwujud, lalu
kedua, SEMA ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi para
hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
Akan tetapi pada kenyataannya, meskipun perlindungan hukum berupa
rehabilitasi bagi para korban penyalahguna narkotika telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, para korban penyalahguna
kebanyakan masih dikenai sanksi berupa pidana penjara tanpa diwajibkan
melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga kefektifitasan
perlindungan hukum bagi para korban penyalahgunaan narkotika belum
sepenuhnya terwujud.

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua studi putusan yakni Putusan
Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 293K/Pid.Sus/2017, yang
dimana dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan mengenai penjatuhan
saksi serta penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undang yang berlaku.

Pada putusan pertama, terdakwa bernama Abdul Azis alias Sulaiman, pada
tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 10:00 WIB, terdakwa diajak oleh temannya
yang dalam putusan ini dikenal sebagai saksi Sandi untuk membeli narkotika jenis
shabu dengan berat 0,5 gram. Selanjutnya sekitar pukul 13:00 WIB, bertempat di
kost pondok naraya, di jalan Raya Tajem, Depok, milik saksi Sandi. Terdakwa

bersama saksi Sandi menggunakan..narko-tika jenis shabu dengan cara dihisap
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menggunakan alat bantu berupa bong yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi
Sandi. Lalu sekitar pukul 14:00 WIB, terdakwa beserta saudara saksi Sandi
digrebek oleh pihak kepolisian dan dibawa kekantor polisi untuk menjalani
pemeriksaan lebih lanjut."”

Akibat tindakannya terdakwa Abdul Azis alias Sulaiman dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri” dan menjatuhi pidana
kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan memerintahkan
terdakwa menjalani dan/atau perawatan melalui rehabiltasi selama 6 (enam)
bulan .*°

Pada putusan kedua, terdakwa bernama Bentar Setiawan, Pada hari Kamis
tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 10.30 WIB datang ke rumah temannya
SUDARSONO dan dibujuk untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Lalu
keduanya sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan
dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah
menungg beberapa lama sabu pesanan terdakwa dan temannya datang dengan
berat sekitar 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dimasukan kedalam 1 (satu)
poket plastik kecil. selanjutnya keduanya menghisap Narkotika jenis sabu-sabu
tersebut dengan cara diletakkan di pipet kaca dan asapnya dihisap. Perbuatan

Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap untuk diproses

lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.?!

19 Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2881K/Pid.Sus/2017
20 Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2881K/Pid.Sus/2017
21 Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 293K/Pid.Sus/2017



11

Akibat tindakannya terdakwa Bentar Setiawan dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri” dan menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa dengan pidana penjara selama : / (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.?

Berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya kedua
terdakwa termaksud kedalam kategori pelaku sekaligus korban penyalahgunaan
narkotika secara umum, hal ini dikarenakan kedua terdakwa mendapatkan
kerugian akibat tindakannya sendiri. Akan tetapi apabila kita kaitkan kedua
putusan diatas dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
maka terdakwa pada putusan pertama termasuk kedalam kategori penyalahguna
narkotika, hal ini dikarenakan terdakwa menggunakan narkotika atas dasar
keinginan dirinya sendiri, sedangkan terdakwa pada putusan kedua termasuk
kedalam kategori korban penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang timbul
berdasarkan kedua putusan tersebut yakni, terdakwa pertama yang merupakan
seorang penyalahguna mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi sedangkan
terdakwa kedua yang merupakan korban penyalahguna dan seharusnya
diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi malah djatuhi sanksi pidana tanpa
diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Penjatuhan sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban

22 Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor: 293K/Pid.Sus/2017
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Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017.dan

293K/Pid.Sus/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis sebutkan diatas, maka

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan
narkotika ?

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus korban
penyalahguna  narkotika  berdasarkan studi  putusan  nomor

2881K/Pid.Sus/2017 dan 293K/Pid.Sus/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam

penelitian ini, maka tujuan yang hendaknya ingin dicapai oleh penulis

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengatuhi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
korban penyalahgunaan narkotika.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika
berdasarkan  studi putusan nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan

293K/Pid.Sus/2017.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penilitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai

berikut :

a. Hasil Penilitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta
pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana terutama
dalam hal perlindungan hukum terhadap seorang pelaku sekaligus
korban penyalahguna narkotika.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk
penelitian sejenis, pada masa yang akan datang terutama dalam hal
perlindungan hukum bagi seorang pelaku sekaligus korban
penyalahguna narkotika.

2. Manfaat Praktik

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai

berikut :

a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan dan kemampuan serta rasa ingin tahu dalam mengetahui
tentang implementasi terkait perlindungan hukum bagi seorang
pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika.

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah
pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu hukum tentang bentuk
perlindungan hukum bagi seorang pelaku sekaligus korban

penyalahguna narkotika.
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c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana
upaya serta reaksi yang harus diberikan kepada seorang penyalahguna
narkotika sebagai bantuan moral yang diberikan.

E. Ruang Lingkup
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan dan tujuan awal,
maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada
bagaimana bentuk perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkotika
serta pertanggung jawaban hukum terhadap korban penyalahgunana
narkotika berdasarkan studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 dan
293K/Pid.Sus/2017.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola
pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan
dalam penellitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi
batasan-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan
penelitian.?® Teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Teori Perlidungan Hukum
Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

merupakan kesepakatan masyarakat terebut untuk mengatur hubungan

23 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian, (Jakarta: Ul Press,2008), hlm. 6
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antara perilaku antara angota masyarakat dan antara perseorangan
dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Menurut
Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoa
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?* Perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
penangananya di lembaga peradilan.?
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai
pertanggungjawaban  pidana, dalam Bahasa inggris criminal
responsibility atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana atau
criminal liabiltty merupakan sesorang yang sudah tentu ia harus
dipidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, tetapi
sebelum dijatuhi sanksi terlebih dahulu harus ditemukan unsur
kesalahannya dalam melakukan tindak pidana.?® Karena perbuatan

seseorang dapat dikatakana sebagai suatu tindak pidana juga memiliki

24 Satijipto Raharjo, /lmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

25 Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor,
(Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm 18

26 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana
Korupsi, (Jakarta: Kencana,2017), him. 10.
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dua unsur yaitu actus reus (perbuatan pidana) dan mens rea (niat
melakukan tindak pidana). Actus reus dan mens rea sering juga disebut
atau dikenal dengan conduct elements (unsur penghubung) yang harus
terpenuhi agar seseorang dapat menuntut adanya pertanggungjawaban
pidana.?’
3. Teori Putusan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan
kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang
bebas juga telah diatur didalam UUD 1945. Hal ini tercantum pada
Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:?8
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : Kekuasan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

27 Ibid,him 11
28 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.
157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Psl 1 ayat (1)
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negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman
ini bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang mana
disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kebebasan hakim juga perlu memperhatikan terkait kedudukan
hakim yang tidak berpihak pada siapapun (impartial jugde) sebagaimana
ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Bentuk-bentuk dari putusan hakim yaitu
sebagai berikut:

a. Putusan pemidanaan
Pada putusan ini setidak-tidaknya majelis hakim harus sudah
memiliki dua alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tersebut
bersalah.?
b. Putusan bebas
Pada putusan ini hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan
terdakwa di pengadilan, kesalahan terdakwa tersebut tidak terbukti
karena memiliki alat bukti yang kurang atau tidak cukup.°
c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, namun perbuatan yang
dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan masuk

kedalam ruang lingkup lain.?!

2 Jonaedi Efendi, Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Depok: Pernadamedia
Group,2018), hlm. 81.

30 Ibid, him 82.

3UIbid, him
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d. Putusan yang dakwaan batal demi hukum
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1)
dimana jaksa penuntut umum tidak menjabarkan atau menguraikan
dengan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa yang mana harus menyebutkan tempat dan waktu di mana
tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.3?
e. Putusan yang tidak berwenang mengadili
Putusan ini biasanya terjadi pada awal persidangan dimana
terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan atas tuntutan
jaksa penutut umum yang mana berisi : pengadilan tersebut tidak
berwenang secara absolut yaitu berdasarkan lingkungan pengadilan
atau kewenangan secara relatif yang mana berdasarkan wilayah
hukumnya.33
f. Putusan yang mengajukan tuntutan gugur
Yang mana kewenangan atas mengajukan tuntutan kepada
terdakwa telah gugur misalnya ada unsur nebis in idem ( perkara
tersebut sebelumnya telah diputus serta telah mendapatkan kekuatan

hukum yang tetap).*

. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini,

maka penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

32 Ibid, him 83.
33 Ibid, him 83.
34 Ibid.
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1. Jenis Penelitian
Penulis akan menggunakan metode penelitan hukum yuridis normatif.
Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara mengkaji berbagai aspek seperti teori hukum dan
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
yang berkaitan dengan jawaban atas isu hukum dalam penelitian.
Metode Penelitian Normatif juga merupakan penelitian doktrinal
(Doctrinal Research), yakni penelitian yang menelaah baik hukum
sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan
atau kepatuhan dalam memutuskan suatu perkara hukum.
2. Teknik Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan
yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) Pendekatan
perundang- undangan ini dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (Case Apporach) melalui pendekatan kasus yang
terjadi dalam Studi Putusan Nomor 2881K/Pid.Sus/2017 &

239K/Pid.Sus/2017.

35 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh
Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Cet 2 (Bandung: Alfabeta,2014), him 51.
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3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif yang dimaksud akan dibagi kedalam
beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan
skripsi ini, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yakni :
Data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara
langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibahas atau
diteliti dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan
digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan
dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2881K/Pid.Sus/2017.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 293K/Pid.Sus/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni :
Data yang bersumber dari buku-buku yang membahas putusan hakim,
hukum pidana serta narkotika.
c. Bahan Hukum Tersier, yakni :
Data yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis Menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :
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a. Studi Kepustakaan, yakni dengan membaca, memahami serta
mempelajari putusan hakim, serta buku-buku literatur yang berkaitan
dengan penelitian.

b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan
materi penelitian

c. Pendekatan kasus (Case Approach)

. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat
kualitatif, yang dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada putusan
pengadilan. Pada penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif,
yakni berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum
sebagaimana penelitian hukum normatif. Serta menjelaskan secara
detail hal yang telah penulis buat terkait penelitian ini. Penulis
menggunakan  Putusan  Pengadilan  Tingkat Kasasi Nomor
2881K/Pid.Sus/2017 & Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor

239K/Pid.Sus/2017.

. Teknik Penarik Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yakni
dengan cara menarik hal-hal yang bersifat umum kemudian
menjadikannya sifat khusus agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih

teliti.
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